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ABSTRAK

ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN

NURCHOLISH MADJID DAN MOHAMAD NATSIR

Hubungan Islam dan Negara adalah suatu persoalan yang nyata yang
dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam dituntut untuk dapat menyelesaikan segala
persoalan yang dihadapinya, umat Islam diharuskan selalu patuh pada
keyakinannya dan sebisa mungkin berjuang untuk menegakkan apa yang telah
diyakininya. Pada sisi lain, negara mempunyai kekuasaan yang penuh dan vital
. dalam menentukan setiap keputusan yang menyangkut persoaloan warga
negaranya yang tidak jarang keputusan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan
ajaran umat Islam.

Skripsi ini, ingin mengungkapkan bagaimana hubungan Islam dan Negara
menurut pandangan Nurcholish Madjid dan Mohamamad Natsir serta dimana
letak persamaan dan perbedaan serta bagaimana tipologi pemikiran keduanya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan
pendekatan sosio-historis; adalah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada
dasarnya merupakan hasil interaksi seorang pemikir dengan lingkungan sosio-
kultural dan sosio-politik_yang ada pada saat itu. Dengan demikian, pengaruh
sosial-politik terhadap Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir juga ditelaah,
sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka.

Dalam konteks politik Indonesia, dengan pandangannya ini, Nurcholish
Madjid sebenarnya ingin mengatakan bahwa eksistensi, artikulasi, dan manifestasi
nilai-nilai Islam yang intrinsik, dalam iklim politik Indonesia lebih penting untuk
dilakukan, sekaligus lebih kondusif bagi upaya pengembangan Islamisasi dalam
sosok kulturalisasi masyarakat Indonesia moderen. Hal ini kemudian mengandung
makna bahwa gerakansgerakan Islam jseharusnya l¢bih menonjol sebagai gerakan
budaya ketimbang sebagai gerakan politik yangy simbelistis~belaka. Pemikiran
yang seperti, ini menurut hemat'penyuisun lebih realistis dan membumi dari pada
yang mengidealkan Islam harus menjadi dasar negara ataupun pendirian sebuah
negara Islam mengingat tihgkat pluralitas(Indonesia sangat tinggi can beragam.
Oleh karena itu perspektif substantifistik Nurcholish dalam wacana politik tampil
dengan wajah pemikiran inklusif diiringi orientasi politik yang mengedepankan
manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik. Berbeda dengan
Mohammad Natsir, ia agaknya cenderung formalistik. Ini bisa dilihat dari
keinginannya menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yang pada intinya
pemberlakuan syari’at Islam bila tidak bisa mendirikan negara Islam.

XV



BAB I

PENDAHULUAN )

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang selalu menarik dalam Islam, perbincangan
seputar hubungan agama dengan negara atau sebaliknya negara dengan agama
adalah sebuah wacana klasik. Meski telah menjadi subyek diskusi selama
» berabad-abad lamanya, persoalan tersebut tidak pernah terselesaikan secara tuntas
dan akan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena pada dasarnya Islam
adalah satu sistem kepercayaan di mana mempunyai kaitan yang erat dengan
politik. Pada dataran realitas, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus
temporal. Islam memberikan kerangka makna dalam bidang politik.

Agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat
berpengaruh terhagap kehidupan umat manusia. Ajaran yang menyatakan
“berikan raja apa yang menjadi haknya dan gereja apa yang merupakan haknya”
bisa dipahami sebagai fakta bahwa kuatnya pengaruh kedua institusi di atas. Demi
agama sescorang’ rela ‘mengorbankan jiwa' dan raganya. Demikian pula tidak
jarang demi megara, seseorang  tidak: ‘berkeberatan’ mengerbankan jiwa dan
raganya. Konsep Syahid dalam ajaran Islamr dan'konsep pahilawan yang berkaitan
dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai

pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.’

" Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid, “Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan
Islam”, (Yogyakarta : Titian Press, 2003), hlm. 12.



Di Indonesia muncul persoalan bagaimana menata hubungan antara agama
dan politik, terutama yang berkaitan dengan ideologi Pancasila. Masalah ini
muncul karena sempat menguat anggapan sebagian anggota masyarakat bahwa,
kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila
dengan ideologi Islam. Secara historis anggapan ini dapat dimengerti betapa
tajamnya perbedaan yang pernah muncul antara kubu pendukung “Islam Politik”
dengan kubu nasionalis sekuler.

Sayangnya anggapan seperti ini, agaknya lebih banyak dipengaruhi oleh
usaha-usaha sebagian kelompok tertentu (baik di kalangan [slam maupun non-
Islam), yang mungkin masih menyimpan dendam dan terus membangun
“stereotype” guna memojokkan citra politik umat Islam dalam konteks pergaulan
berbangsa dan bernegara. Sementara itu pada saat bersamaan penataan struktur
politik terus dikonstruksi di bawah kendali pemerintahan Orde Baru yang juga
berpengaruh pada politik umat Islam itu sendiri. Penyederhanaan partai politik
mi'salnya, atau penetapan “asas tunggal” Pancasila, telah menimbulkan persoalan-
persoalan tersendiri di kalangan umat Islam. \

Peta persoalan” semacam “inilah’ yang . kemudian penyusun gmencoba
mengamati, mengkaji dan" mensikapi ‘sesuai dengan perspektif” keislaman
penyusun dan berupaya” mencari pijakan-pijakan teologis; Bagaimana
sesungguhnya Islam bisa ‘dibumikan’ sebagai ajaran moral yang mampu
memberikan makna di dalam proses perubahan sosial politik yang telah

berlangsung dalam dinamika politik bangsa.



Salah satu isu pokok yang menjadi wacana (discourse) yang menarik adalah
bagaimana kaitan negara dan Islam; dan bagaimana konsep Islam tentang
Negeura‘?2

Mengenai sikap dalam menanggapi pertanyaan ini para intelektual Muslim
pun mengajukan pemikiran yang tidak jarang bahkan sangat provokatif untuk
memancing terjadinya diskusi. Misalnya mengenai perkataan “Negara Islam”
yang menurut Cak Nur, “sebenarnya tak dikenal dalam sejarah”. Buktinya ketika
Nabi dimakamkan tiga hari setelah meninggal. Kejadian ini menurut Cak Nur,
disebabkan karena “penggantinya tidak jelas, pola suksesi tidak jelas”. Dan
resultan dc;n.ri semua itu, demikian tambah Cak Nur adalah ketidakjelasan. Dan
karena alasan itu pula Cak Nur menarik kesimpulan bahwa masalah kenegaraan
tidak menjadi bagian integral dari Islam.’

Tidak bisa dipungkiri bahwa Cak Nur adalah sosok cendekiawan muslim
yang begitu dikagumi oleh banyak orang. Sederet gagasannya dari tahun 70-an
sampai sekarang tetap mengalir deras dan konsisten dengan inkklusivisme Islam,
sehingga Cak Nur disebut sebagai cendekiawan demokrat dan Bapak Bangsa.’
Oleh karenanya. bisa” dimengerti mengapa penulis terfarik untuk memahami
bagaimana pemikiran-Cak Nur dalam hal hubungan-Islam’ dan Negara terutama

khususnya di Indonesia dan’ membandingkannya dengan pemikiran Mohammad

? Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy lbrahim, “Zaman Baru Islam Indonesia
Pemikiran & Aksi Politik”, (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1997), hlm. 168.

} Ibid
* Fauzi Rahman dalam Kata Pengantar buku “Gagasan Cak nur Tentang Negara dan

Islam”, yang susun oleh Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, (Yogyakarta : Titian 1lahi
Press, , 2003).



Natsir yang dikenal orang merupakan simbol perjuangan Islam di masanya, dan
pemil.dr, pemimpin politik Indonesia dan salah seorang tokoh dunia Islam, yang
sekaligus dianggap sebagai guru Cak Nur.

Pergeseran pemikiran Nurcholish Madjid dari pemikiran yang konservatif
menuju modernis sekular inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk
mengkaji lebih dalam sebenarnya apa yang menjadikannya berubah dan secara
kasat mata nyata-nyata pemikirannya berlawanan dengan para pembimbing
sebagai sang guru sekaligus pendahulunya, Mohammad Natsir beserta para senior
lainnya. Dan hingga pada akhirnya mereka berbalik menyerang dan mengklaim
gagasan pembaruan Nurcholish Madjid sebagai bid’ah. Merasa terkejut oleh apa
yang mereka anggap sebagai pengkhianatan terhadap sebuah pertemanan dan
kegagalan menyatakan kesetiaan dan dukungan, mereka menyerang keberanian
Nurcholish Madjid dalam menggunakan terminologi ‘sekularisasi’, kemudian
menyatakan bahwa anak didik mereka yang muda ini telah berubah dan
berperangai buruk.

Sedangkan Mohammad Natsir dikenal sebagai pejuang demokrasi_dan
simbol perlawanan Islam ‘terhadap’ penguasa-di zaman Presiden Sogkarno, yang
selalu gigih memperjuangkan keyakinan dan ajaran yang diyakininya. Dan
Mohammad Natsir merupakan pribadi yang kuat dan teguh pendiriannya, yang
kemudian karena keteguhan prinsipnya itu pulalah yang kemudian menggiringnya
bergabung dengan tokoh-tokoh panglima militer dj Sumatra, Pemerintah

Revolusioner Republik Indonesia yang dibentuk oleh kaum vang tidak setuju



dengan kediktatoran Soekarno dalam memerintah bangsa ini, yang pada akhirnya
membawa perang saudara di Indonesia antara dua kelompok yang berlawanan.

Nurcholish Madjid dan Mohammad Natsir sama-sama berada dalam
tekanan rezim otoriter pada masanya, Natsir dibawah tekanan Orde Lama hingga
Orde Baru dan cak Nur (begitu biasa ia akrab dipangil) dibawah tekanan Orde
Baru. Kondisi semacam ini memungkinkan keduanya berusaha untuk memberikan
sumbangan tenaga dan pemikiran dalam merombak tatanan berbangsa dan
bernegara dalam merespon kekuasaan yang menekannya. Hanya saja Natsir lebih
terlibat langsung dalam politik praktis daripada Nurkhalis Madjid yang hanya
berada pada tataran wacana dan konsep berpikir, dengan melemparkan gagasan-
gagasan barunya seperti wacana tentang demokrasi, sekularisasi, keberadaan
negara [slam dan lainnya.

Menurut Natsir seorang muslim hidup dengan cita-cita hendak menjadi
seorang hamba Allah yang sempurna atau sepenuhnya, mencapai kejayaan dunia
dan kemenangan akhirat. Dunia.dan akhirat ini sama sekali tidak mungkin
dipisahkan oleh seorang muslim dari ideologinya.’ )

Dalam konteks Indonesia, hubungan'antara ‘agama ‘dan negara ticiak jauh
berbeda dengan ‘apa yang dialami oleh kawasan dunia Islam lainnya, misalnya
aunia Arab. Dalam pada‘itu, hubungan antara‘negara dan agama dalam sejarah

Indonesia kontemporer ditandai dengan sikap bersaing dan saling curiga antara

dua institusi tersebut. Bahkan gerakan Islam politik dicurigai dan dianggap

, ° M. Natsir, Capita Selekta 2, Dihimpunkan oleh D.P. Sati Alimin (Djakarta: Pustaka
Pendis, 1954-1957) hlm. 436.



sebagal pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis politik negara-kalau tidak

mau dikatakan mengancam keberadaan negara Pancasila ini.

B. Pokok Masalah
Dari identifikasi dan pemaparan pada latar belakang masalah kiranya perlu
penulis kerucutkan menjadi rumusan masalah yang akan menjadi pokok masalah
dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :
I. Bagaimana hubungan Islam dan Negara menurut pandangan Nurcholis Madjid
dan Mohamamad Natsir?
2. Dimana letak persamaan dan perbedaan serta bagaimana tipologi pemikiran
Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan

Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan pandangan Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir
tentang hubungan Islam dan Negara
b. Menjelaskan I persamaandan' perbedaan antara" pemikiran Nurcholis
Madjid 'dan’ Mohammad Natsir ‘tentang hubungan Islam dan Negara
serta Tipologi pemikiran masing-masing!
2, Kegunaan
a. Studi ini berguna untuk melengkapi keilmuan dalam hubungan Islam

dan Negara diharapkan dapat digunakan sebagai landasan teoritis

maupun yuridis.



b. Sebagal sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian
yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan

dalam bidang hubungan Islam dan Negara.

D. Telaah Pustaka

Dari sepanjang pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti
pemil;iran politik antara hubungan Islam dan negara menurut Pemikiran Nurcholis
Madjid dan Muhammad Natsir secara komparatif belum penulis temukan. Namun
begitu, studi-studi yang mengkaji pemikiran politik hubungan Islam dan Negara
dari keduanya, baik secara personal maupun membandingkannya dengan tokoh
yang lain sudah pernah dilakukan.

Sebagai tokoh yang pemikirannya terkadang sering memicu kontroversi
- dan termasuk tokoh pembaru Indonesia — meminjam istilah Greg Barton, orang
yang pertama kali mencetuskan istilah itu — tentu saja berbagai ide dan gagasan
telah banyak dikaji dalam berbagai diskusi, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan
lainnya. Namun hingga saat ini dari sekian banyak kajian mengenai pemikiran
Nurcholish Madjid, sepengetahuan, penulis, belum terdapat satu kajian pun.vyang
secara spesifikimemfokuskan pada studi kemparatif terhadap substansi pemikiran
Nurcholish Madjid ydengan pemikiran) Mohammadi IN4tsir Aterutama yang
berhubungan dengan ide-ide yang menyangkut relasi Islam dan Negara khususnya
di Indonesia sebagaimana yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini.

Meskipun demikian setiap kajian terhadap pemikiran Nurcholish Madjid

hampir pasti juga memaparkan seputar kontroversi ide sekularisasi dan



modernisasi, serta inklusifisme Islam yang digagasnya, setidaknya substansi dari
ide-ide itu selalu tampak atau sengaja ditampakkan oleh para pengkajinya, karena
di sinilah sebenarnya letak menariknya pemikiran seorang Nurcholish Madjid.
Dan juga akan ditemukan bahwa dalam setiap pengungkapan masalah kontroversi
tersebut Nurcholish yang dulu dianggap dan disebut-sebut sebagai “Natsir Muda”
— yang ditunggu-tunggu Kirprahnya untuk mengikuti jejak langkah ketua
Masyumi terdahulu yaitu Mohammad Natsir — untuk memimpin generasi baru
para aktivis Muslim menuju kemenangan di wilayah politik, tetapi kemudian
karena makalahnya pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish Madjid dihujat dan
dianggap telah berbalik arah hingga 180 derajat dari lintasannya yang
konseravatif, yang dulu pernah ia lakukan.®

Salah satu kajian yang lengkap dan signifikan terhadap pemikiran
Nurcholish Madjid adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamal
Hasan dalam tesis doktoralnya di tahun 1975 yang diterbitkan dalam edisi bahasa
Inggris pada tahun 1982 dengan judul “Muslim Intelectual Responses New Order
Modernisation In Indonesia” yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia.’
Buku yang mengemukakan respon beberapa,cendekiawan mushm sndonesia
terhadap kebijakan“politik "Orde Baru ini, ‘membéri ruang yang lebih besar
terhadap pemikiran Nurcholish Madjid, termasuk gagasan sekularisasinya. Dalam

menyoroti Nurcholish dan pemikirannya Hasan antara lain menyimpulkan bahwa

® Greg Barton Ph.D., Gagasan Islam Liberal Di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, alih bahasa oleh
Nanang Tahqiq, cet I, (Jakarta: PT Sabdodadi 1999) hlm. 5.

7 Lihat M. Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim, alih
bahasa Ahmadie Thaha, (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987).



Nurcholish dimasukkan ke dalam pemikir akomodasionis yang berkait erat
dengan pemikiran akomodasionis-realistik ala H.M.S. Minteredja mantan ketua
PB HMI yang juga senior Nurcholis Madjid dalam organisasi itu.®

Gagasan-gagasan Nurcholish menurut Hasan sebagai wujud pergeseran
atau inkonsistensi pemikiran Nurcholish Madjid dari yang sebelumnya idealis ke
arah model pemikiran seorang modernis sekular.”

Sama halnya dengan M. Kamal Hasan, Pardoyo seorang Sarjana Filsafat
UGM mencoba mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid dengan menyediakan
ruang yang cukup dalam kajiannya dan ditinjau dari berbagai perspektifnya untuk
membahas sekularisasi yang digagas Nurcholish dan pelemik yang menyertainya.
Buku yang diberi pengantar secara khusus oleh Nurcholish ini, berusaha
menjelaskan pengertian terminologis maupun epistimologis sekularisasi, termasuk
pengertian sekularisasi ala Nurcholish Madjid dan Rasyidi, serta berbagai
aspeknya.'’ Selain itu penulisnya juga mencoba mendeskripsikan perbedaan
epistimologis antara istilah sekularisasi deﬁgan istilah-istilah seperti sekular,

sekularisme, dan sekularisasionisme. "’

Sedangkan Hayyun Nur seorang mahasiswa Perbandingan-Madzhab dan
Hukum Islam ‘Fakultas 'Syari’ah' IAIN Sunan Klaijaga dalam skripsinya yang
verjudul “Substansi Gagasan Nurcholish Madjid ‘dan Pandangan HM Rasyidi

tentang Sekularisasi serta Implikasinya terhadap wacana Relasi Islam dan Negara”

¥ Ibid., him. 89.
® Ibid,, him. 114,
19 Pardoyo, Sekularisasi, (Jakarta: Pustaka Utama, Grafiti, 1993), hlm. 108.

" ibid, hlm. 17-50.
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juga membahas dan memberi ruang khusus terhadap ide sekularisasi dari
Nurcholish Madjid dan polemik yang berkembang serta respon atau perlawanan
yang menentang ide-ide Madjid yakni dengan mencoba mencari titik temu dengan
pendapat atau kritik dari HM Rasyidi."?

Dalam skripsinya yang berjudul “Demokrasi Dalam Islam (Studi
Perbandingan antara Pemikiran Nurcholish Madjid dan Bachtiar Efendy)” Afif
Mu’zi memberi perhatian pada pemikiran Nurcholish Madjid dengan mencoba
mengemukakan paradigma pemikiran Nurcholish mulai dari ideologi pemikiran
dan juga menyinggung sedikit tentang konsep tentang negara, kemudian dasar
moral etik dalam berpolitik dan juga tidak ketinggalan membahas ide sekularisasi
dan kebebasan berpikir. Afif mencoba mengungkap penolakan Nurcholish
terhadap anggapan bahwa modernisasi merupakan sebab kemunduran dunia
Islam, dengan mengemukakan bahwa Nurcholish menolak dengan tegas aﬁggapan
bahwa modernisasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran
Ia'laflm, sebab modernisast bagi Nurcholish adalah rasionalisasi bukan westernisasi.
Lebih lanjut Afif menjelaskan bahwa paradigma kemaslahatan digunakan _oleh
Nurcholish sebagai pisau guna mencari problem hubupgan agama-dengan Islam,
karena yang terpenting atau esensinya adalah’terwtjudnyakehidupan yang lebih
baik, keadilan sosial” bagi” seluruh "raKyat, kesamaan di muka hukum dan
ketent'raman bersama. Afif pada akhirnya menarik kesimpulan bahwa pandangan
Nurcholish Madjid cenderung pada pragmatisme, hal ini dapat diruntut pada

pandangannya yang didasarkan pada konteks keindonesiaan yang pluralistik.

'* Hayyun Nur, “Substansi Gagasan Nurcholish Madjid dan Pandangan HM Rasyidi
tentang Sekularisasi serta Implikasinya terhadap wacana Relasi Islam dan Negara”, Skripsi [AIN
Sunan Kalijaga, 2000.
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Pluralisme Indonesia sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah dan
sebuah hal yang final. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia adalah adanya
partisipasi yang didasarkan atas suara mayoritas bukan suara golongan apalagi
Islam."

Kajian terhadap pemikiran Nurcholish Madjid juga bisa ditemukan dalam
disertasi Doktoral Greg Barton, seorang Islamis asal Australia, yang berjudul 7he
Emergence of Neo Modernism.: a Progressive, Liberal Movement of Islamic
Thought in Indonesia (A Textual Study Examining The Writing of Nurcholi
Madjid, Djohan Efendy, Ahmad Wahib, Abdurrahman Wahid 1968-1 980) dan
pada tahun 1999 telah diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul “Gagasan
Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid,
Djohan Efendy, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid” Greg Barton dalam
bukunya tersebut berusaha mengkaji tulisan-tulisan Nurcholish Madjid dengan
cara memetakan evolusi pemikirannya sejak tulisan pertamanya yang terbit pada
tahun 1968 hingga dekade sclanjutnya. Greg Barton agaknya tidak memiliki
pretensi khusus untuk mengelaborasi implikasi politik gagasan Nurcholish atau
bahkan membandingkannya secara spesifik dengan para pemikir lainnya. Lebih
dari itu buku ini juga membahas pemikiran beberapa tokoh' lainnya yang disebut
Greg Barton sebagai-pelopor neo-modernisme Islam di Indonesia yang terdiri atas

Abdurrahman Wahid, Djohan Efendy dan Ahmad Wahib.

" Afif Mu'zi, “Demokrasi Dalam Islam (Studi Perbandingan antara Pemikiran
Nurcholish Madjid dan Bachtiar Efendy)”, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2002.

" Greg Barton, Gagasan Islam, him. 71-160.



Dalam buku yang berjudul Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam
yang ditulis oleh Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, menceritakan bahwa
prospek ke depan dari pandangan Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan
Negara nasional Indonesia atau negara nasional dalam perspektif Islam
merupakan gagasan realistik, bukan gagasan yang idealistik dan apologetik.
Penulisnya juga memberikan dukungan terhadap pandangan kenegaraan
Nurcholish ini."?

Pemikiran dan aksi politik Nurcholish Madjid juga bisa ditemukan dalam
pembahasan secara panjang lebar bersama dengan tokoh lain seperti Amin Rais,
Abdurrahman Wahid dan Jalaluddin Rahmat dalam buku yang tulis oleh Dedy
Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim dengan judul “Zaman Baru Islam
Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik Abdurraihman Wahid, M. Amin Rais,
Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rahmat " dalam buku ini lebih banyak
diungkap korelasi antara pemikiran dan aksi politik keempat tokoh tersebut,
sehingga tema-tema yang diangkat cukup beragam dan cukup singkat
penggambarannya.'®

Saud El Hujaj dalam skripsinya yang diberi judul “Pemikiran Palitik
Islam Kontemporer (Studi* Perbandingan ' Pentikiran 'Politik' Islam Prof. Dr.
Nurcholish Madjid dan Profe DrMuhammad' Amin Rais) ", mengekspos obsesi
Nurcholish Madjid tentang ‘pérlunya menegakkan kembali prinsip-prinsip politik

yang sangat modern yang pernah dilakukan oleh masyarakat salaf: sebagai sikap

' Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur, him. 153.

s Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, “Zaman Baru Islam Indonesia
Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, dan
Jalaluddin Rahmat ", cet 11, ( Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995).



egaliter, inklusif, demokratis, partisipatif, berkeadilan dan lain-lain. Lebih dari itu
Nurcholish menurut Saud menginginkan pemikiran Islam sebagai paradigma etik
dan moral universal, sekaligus mampu membuka dasar-dasar teologis baru dalam
politik Islam dan merumuskannya kembali cita-cita dan strategi perjuangan politik
Islaﬁ1 di zaman modern."”’

Dan masih banyak lagi kajian-kajian mengenai pemikiran Nurcholish
Madjid, baik itu yang dilakukan oleh para sarjana-sarjana dari Indonesia sendiri
maupun dari luar Indonesia, karena keterbatasan pengetahuan penyusun hingga
tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu di sini. Sementara itu, agaknya
sedikit berbeda dengan Mohammad Natsir, kajian mengenai ide-idenya tidak .
begitu'banyak dilakukan.

Kamaruzzaman B.A. dalam skripsinya yang berjudul “Relasi Islam dan
Negara Dalam Perspektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam (Studi
Pemikiran Mohammad Natsir dan  Abu al-‘Ala  al-Maududi)”. mencoba
mengemukakan pemikiran—pemikirﬁn Natsir tentang perdebatan relasi Islam dan
Negara yang dikomparasikan dengan pemikiran al-Maududi.'® Kamaruzzaman
mengemukakan bahwa Natsir digolongkan sebagai wakil modernisme yang
setelah ditelaah lebih lanjut ternyata bisadikategorikan Ke ‘dalam modernisme

religius dengan, argumen bahwa pandangan Natsir adalah menyatukan Islam dan

Negara yang kemudian berujung pada'pernyataannya'“Islam harus menjadi dasar

' Saud El Hujaj, “Pemikiran Politik Islam Kontemporer (Studi Perbandingan Pemikiran
Politik Islam Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Muhammad Amin Rais)”, Fakultas
Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

" Kamaruzzaman B.A., “Relasi Islam dan Negara Dalam Perspektif Modernisme dan
Fundamentalisme Islam (Studi Pemikiran Mohammad Natsir dan Abu al-‘Ala al-Maududi)”,
Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
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negara Indonesia” akan tetapi sistem kenegaraannya boleh meniru Barat asalkan
tidak bertentengan dengan Islam.

Di antara karya yang lain, M. Natsir Sebuah Biografi yang ditulis oleh
Ajip Rosidi, penulisnya lebih banyak menceritakan perjalanan hidup Natsir
hingga keterlibatannya secara langsung dalam kancah perpolitikan Indonesia dan
juga lebih mengemukakan perdebatan-perdebatan atau perbedaan pendapat Natsir
dengan Presiden Soekarno waktu it.u. 12

Sebuah buku -yang diberi judul “Pemikiran dan Perjuangan Mohammad
Natsir” disusun oleh Dr. Anwar Harjono dkk, merupakan himpunan dari
makalah-makalah tentang pemikiran dan perjuangan Natsir ditulis dalam acara
seminar Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir yang diselenggarakan oleh
YISC (Youth Islamic Study Club), acara ini diadakan karena mereka menyadari
mereka belum mengenal lebih banyak tentang pemikiran dan periuangan tokoh ini
dan sedikitnya kajian-kajian tentang Natsir padahal nama Natsir telah sering
didengar.”’
| “Mohammad Natsir Pemandu Umat Pesan dan Kesan Tasyakur 80 Tahun
Mohammad Natsir 17 Juli, 1988 !  yang disunting; elehyMoch: Lukman Fatahflllah

Rais dkk, memuat antara,lain; sambutan<sambutan, transkips (dari pidato, dan

" Ajip Rosidi, M. Natsir Sebuah Biografi, cet. I (Jakarta: PT. Giri Mukti Pasaka, 1990).

% Anwar Harjono, dkk, Pemikiran Mohammad Natsir, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).



15

kliping dari pelbagai mass media yang memuat dan menyambut Tasyakur 80
Tahun Mohammad Natsir®'

Dr. Thohir Luth dalam bukunya yang berjudul “M. Natsir Dakwah dan
Pemikirannya”, menggmbarkan bahwa Natsir telah menggagas konsep dakwah
Islam bukan sekedar menyampaikan ajaran Islam belaka, tetapi dengan l;z' lisani
al-amal. Maksudnya, bi lisani al-hal, bi lisani al-amal dan bi lisani al-akhlag al-
harimah. Dengan demikian, penyebaran ajaran Islam (dakwah) dalam pandangan
M. Natsir adalah amar ma’ruf nahi munkar. didalamnya mengandung tiga unsur
utama, yaitu amal perbuatan lisan, aktualisasi ajaran Islam dengan karya nyata,
dan kepribadian terpuji sebagai sokogurunya. Pemahaman konsep dakwah seperti
ini mempunyai implikasi terhadap perubahan masyarakat, baik dari sosio-
kultur'alnya maupun geopolitiknya. Dalam hal ini ajaran Islam tidak dipahami
sebagal bimbingan ritual saja, tetapi lebih dari itu, dipahami sebagai dukungan
sosial untuk kemajuan hidupnya. Dalam konteks ini, tugas dakwah Islam itu lebih
diarahkan sebagai kewajiban pribadi, bukan diarahkan sebagai kolektif. Artinya
semua orang harus berdakwah untuk dirinya, keluarganya, dan inasyarakat
dimana saja supaya dapatimemacu|adanya perabdhan) Lebih, lanjat Thohir Luth
mengungkapkanibahwa M, Natsir memang serius dengan’sebuahy obsesi yang
tampak ideal, yaitu bagaimanal memperjuangkan Islam secara politis pada elit
demokrat, baik dalam pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru. Target yang

diinginkannya adalah bagaimana mengislamkan umat Islam di Indonesia. Karena

sebagai mayoritas tunggal ini merupakan dilema besar sebagai pencerminan

2! Moch. Lukman Fatahullah Rais, dkk, "Mohammad Natsir Pemandu Umat Pesan dan
Kesan Tasyakur 80 Tahun Mohammad Natsir 17 Juli 1988 cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1989).
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kehidupan Islam. Hal ini tidak boleh didiamkan begitu saja, harus diperjuangkan
secara serius melalui kekuatan politik. Kendatipun gagal karena dibubarkan oleh
kekuasaan Soekarno (Masyumi, partai yang dipimpinnya), M. Natsir tetap
memiliki komitmen yang kuat tentang dakwah Islam, inilah yang terlihat dalam
pernyataannya, “Kalau dulu, kita berdakwah dengan politik, tetapi sekarang kita
berpolitik melalui dakwah”. Melalui pernyataannya ini dapat dilihat kemauan M.
Natsir yang sangat kuat untuk menyampaikan dakwah melalui jalur politik formal,
akan tetapi apa mau di kata, kemauannya tersebut tidak mendapatkan izin dari
pihak penguasa.*?

Sementara itu penelitian yang akan penyusun lakukan adalah
mengkomparasikan pandangan tentang hubungan Islam dan Negara antara
pandangan Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir dalam hal metode
pendekatan, substansi pemikiran, argumentasi pemikiran dan respons yang
.dibérikan oleh masyarakat kepada keduanya, penelitian ini penyusun anggap
menarik dan perlu untuk dikaji karena sebagai kelanjutan penelitian-penelitian
sebelumnya yang belum sampai mengungkap fenomena pergeseran pemikiran

dari konservatif menjadi modernis-sekular.

E. Kerangka Teoretik
Untuk membabas pokok masalah yang dikemukakan dalam proposal ini,
tentu tidak akan lepas dari teori-teori yang berkaitan dengan teori hukum maupun

politik. Ada beberapa jenis pola hubungan dalam sejarah perjalanan manusia

** Dr. Thohir Luth, M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya’, (Jakarta: Gema Insani Press,
1989).
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Terkait dengan persoalan hubungan agama dan negara. Pertama, hubungan yang
cenderung didasarkan atas “rivalitas” dan “antagonistik” diantara keduanya,
dimana masing-masing berupaya untuk saling “menghancurkan”. Misalnya Turki
pada masa tumbangnya imperium Utsmani, 1924, menggambarkan jenis
hubungan demikian. Demikian pula apa yang terjadi pada dekade 1980-an,
dimana negara cenderung “menafikan” peran agama (Islam) atau setidaknya
menjadikan agama (Islam) sebagai “terpinggirkan”, sehingga representasi
hubungan antara agama dan negara cenderung bersifat “antagonistik” dan
didasarkan atas rivalitas. Kedua, hubungan yang saling mendukung antara agama
dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan simbiotik.*
Sedangkan Eka dharmaputra, menyebutnya sebagai hubungan kolutif*

Hakikat negara seperti yang dikemukakan oleh kelompok “filsuf” Ikhwan
Al-Safa (Persaudaraan Suci), harus terkandung di dalamnya sejumlah prinsip
dasar bagi masyarakat yang mencakup Kebebasan, hak dan kewajiban, keadilan,
hukum, dan kedaulatan.® Pandangan Ikhwan tentang kedaulatan sangat terkait
erat dengan pandangan mereka tentang eksistensi manusia, dimana manusia
merupakan wakil Tuhan di' muka biimi, Di satu pihak, wakil ini mengandung arti
delegasi kekuasaan-Tuhan ‘pada’ manusia, ‘yang ‘memberkati nianusia sebagai

penerima kekuasaan "dan kebebasan penuh. Tapi di pihak lain wakil ini

* Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur, him. 13. merujuk dari
buku vang ditulis Abd. Rahman Wahid, “Relasi Kuasa dan Agama: Perspektif Historis dan
Sosiologis”, SANTRI, No. 04/11 September, 1996.

¥ Ibid,

»* M. Din Syamsudin, Islam dan Politik dan Orde Baru, (Jakarta : PT. Logos Wacana
llmu, 2001), him. 111.
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mengandung arti bahwa manusia bergantung pada Tuhan yang karena-Nya
manusia bertindak.*

Sejarah Islam Indonesia menampakkan eksistensi dan diversifikasi
perkembangan arus utama orientasi politik yang dalam penelitian ini digunakan
sebagai kategori analitik, walaupun ia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan
perbedaan absolut antara ide-ide dan orientasi-orientasi politik. Setidaknya ada
tiga mainstream diantara pemikir politik Indonesia di zaman Orde Baru.?’ Ketiga
arus utama tersebut adalah "Arus Formalistik", "Arus Substantivistik", dan "Arus

Fundamentalis".?®

Ketiga arus utama politik ini sampai kini masih eksis dalam politik Islam
di Indonesia. Semuanya merupakan bagian dari berbagai nuansa Islam di
Indonesia, dan masing-masing berhak untuk ambil bagian dalam ujicoba

penentuan persoalan Islam, seperti juga dalam mendemonstrasikan bagian mana

*® Ibid. Dalam dilema ini, kelompok lkhwan memberikan suatu solusi yang menarik;
“Hukum Tuhan” dan akal sangat terkait erat dan ternyata tak bisa dipisahkan.

7 Ibid , hlm. 151.

¥ Ibid, him. 151-160. Din Syamsudin mengatakan lebih lanjut; Istilah yang pertama
dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan
yang ketat dari bentuk-bentuk Islamyyang formal. Dalam konteks politik ia menunjukkan orientasi
yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya _pentingnya
partai politik yangformal (menggunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol
politik Islam, dan terutama landasan Organisasi secara/Konstitusional Islam, ‘atau lebih.tegasnya
menghendaki Negara Islam. Yang kedua, "substantivistik” lebih menekankan tuntutan manivestasi
substansial nilai-nilai Islam’dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal,
baik dalam ide-ide maupun kelembagadnnya. Yang terpenting dalam arus ini adalah eksistensi
intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu
dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat
Indonesia moderen. Dan yang ketiga, Arus "fundamentalis" menganggap bahwa kedua mainstream
sebelumnya telah gagal menunjukkan I[slam sebagai keseimbangan-tandingan dalarm merespon
sistem politik di Indonesia. Mainstream ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke
dalam realitas politik sekarang. Mereka memandang revolusi sebagai pembenaran atas optimisme
masa depan. Banyak dari kelompok-kelompok ini ditransformasikan ke dalam sempalan, yang
lewat sikap reaksioner politik, menantang penguasa, dan beberapa diantaranya juga menantang
kemapanan Islam dengan menawarkan semacam alternatif,
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dari semuanya itu yang lebih — meminjam bahasa Din Syamsudin- fisibel di masa
depan dan viable dalam upaya memecahkan problem hubungan antara Islam dan
politik/agama dalam konteks budaya dan politik Indonesia.

Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-
teori tentang hubungan agama dan negara dan membedakannya menjadi tiga
paradigma; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma
sekularistik.*”

Pertama, Paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu (integrated),
r~gara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara
ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala negara memegang kekuasaan agama
dan politik. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada di “tangan
Tuhan”, oleh karenanya pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan
lahi” (divine sovereignty).’ Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum
Islam .sebagai hukum positif negara dalam perspektif paradigma integralistik
adalah hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian
melahirkan paham negara-agama, yang dalam kehidupan bernegaranya diatur
dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep
Islam din wa dawlah (Islam agama dan sekaligus negara).’!, Kagena agama dan
negara menyatt-maka ini berakibat masyarakat tidak bisa menibedakan mana

aturan negara dan mana atran agama, karena itu rakyat yang menaati segala

¥ Marzuki Wahid & Rumaidi, “Figh Mad=zhab Negara” Kritik Atas Politik Hukum [slam
Di Indonesia, (Yogyakarta: LkiS, 2001), cet I, him. 23.

* Ibid, him. 24.

3 Ibid., him. 25.
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ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama,
sebaliknya tidak menaati atau melawan negara berarti melawan agama yang
berarti juga melawan Tuhan. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol
terhadap penguasa yang selalu beflindung dibalik agama maka otoritarianisme
dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi
dalam negara dengan model seperti ini.** Karena sifatnya yang demikian, negara
agama sering dianggap oleh para penulis Barat -sejauh dikaitkan dengan Islam-
tidak compatible dengan demokrasi. Demokrasi yang berangkat dari paham
antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk
pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan
kontrol rakyat. Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris
menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Kepala negara merupakan
“penjelmaan” dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutiak tanpa reserve.
Atasa nama “Tuhan” penguasa bisa berbuat apa saja dan menabukan perlawanan
rakyat.

Kedua, Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan negara
berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik
dan saling memerlukan. Dalam halyini agama memerlukan negara-karena dengan
negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama
karena dengan agama dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral

1‘33

spiritual.”™ Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan

32 1bid.

3 Ibid., hlm. 26.
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mengatﬁr dunia dibutuhkan sebuah instrumen atau alat yang bisa digunakan dan
instrumen tersebut adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan negara.
Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang
berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan
dua dimensi dari misi kenabian.** Ibnu Taimiyyah dalam kerangka hubungan
simbiotik ini juga berkesimpulan tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa
berdiri tegak, oleh karenanya agama berkewajiban untuk mengatur urusan
manusia termasuk adanya kekuasaan yang mengatur urusan masyarakat. la pun
menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh
agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Di
dalam Konsep ini hukum Islam menduduki posisi sentral sebagai sumber
legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan
yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dengan
demikian dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak
“mengistimewakan” penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-
hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau paling tidak karena sifatnya
yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk
mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah_tertentu-tidak menutup
kemungkinan hukum-agama dijadikan hukim negara. Hadl itu bisa saja terjadi
karena sifat simbiotik antara’agama dan negara mempunyai kualitas yang berbeda

antara kondisi suatu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya.’’

 Ibid,, hlm. 26-27.

 Ibid, him. 27.
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Ketiga, Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas
negara dan memisahkan negara dari agama, yang itu berarti paradigma ini
menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini
menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi
Islam pada bentuk negara tertentu dari negara.’® Dengan demikian menurut
paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan
dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu hukum Islam tidak dapat
dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.®’
Berbeda lagi dengan konsep yéng dikemukakan Abdurrahman Wahid, ia
memandang hubungah agama dan negara sama seperti Masdar Farid Mas’udi
menafsirkan (kembali) hubungan pajak dan zakat, menurutnya agama adaiah ruh,
spirit yang harus merasuk ke negara, sedangkan negara adalah badan, raga yang
mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini; keberadaan negara tidak lagi
dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari mkasyarakat manusia
yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad
atau badan yang niscaya dari idealisme ‘ketuhanan, sedangkan agama adalah
substansi untuk menegakkan cita Keadilan semesta.”®

Dari teori-teor (yang/telah dikemwukakan, nantinya diharapkan dapat
menjadi acuan bagi penyusun, dalam ‘proses penyelesaian skripsi ini. Mengingat

karena pembahasan skripsi yang penyusun lakukan mengenai hubungan "Islam

% Ibid., hlm. 28.
* Ibid., him. 28-30.
¥ Ibid, hlm. 30. Marzuki Wahid mengutip Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran

Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar pada Masdar F. Mas’udi, dgama Keadilan: Risalah Zakat
(Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), him. xiv — xvi.



dan Negara" adalah mempunyai relevansi yang sangat mendasar terhadap teori-

teori yang telah dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada kajian kepustakaan (library
research). Oleh karenanya objek yang dikaji adalah pemikiran atau pandangan
Nur Kholis Madjid dan Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan Negara
yang bersumber dari berbagai data yang berupa tulisan, baik yang dikemukakan
lungsung oleh keduanya ataupun karya yang lain yang berkaitan dengan tema
penelitian ini. Data-data tersebut bisa berupa buku-buku, majalah ataupun mass
media lainnya.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis-filosofis. Penelitian ini tidak terbatas pada
penlgur'anllan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan
interpretasi tentang arti data tersebut.

Penelitian ini mencoba menggambarkan pemikiran politik hubungan Islam
dan Negara di Indonesia khususnya dari pandqngan Nur Kholis«Madjid dan
Mohammad Natsir.

Penelitian ini bersifat filosofis berarti mengikuti pola berfikir induktif atau
dengan memahami kerangka berfikir yang rasionable terhadap pemikiran yang
mendalam, mendasar, dan terarah. Penelitian filosofis berupaya mencerminkan

bangunan struktur paradigma fundamental dari pemikiran kedua tokoh di atas
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dengafl mencermati kondisi sosio-kultural, seperti latar belakang keluarga, latar
belakang pendidikan dan juga latar belakang sosial yang melingkupi keduanya.
3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya
tentu karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut atau disebut juga
dengan data primer (utama). Sedangkan sumber data bantu atau tambahan
(skunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang kedua tokoh tersebut.

Sumber data utama yang berkaitan dengan Nurcholis Madjid antara lain
“Dialog Keterbukaan: Artikulasi Islam dalam Wacana Sosial Politik
Kontemporer ™, “Islam Dokirin dan Peradaban’, “Islam Agama Kemanusiaan:
Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia”, “Islam Agama Peradaban:
Membangun Makna dan Relevansi Dokirin Islam dalam Sejarah” Sedangkan
untuk Mohammad Natsir “Capita Selecta’” Dunia Islam dari Masa ke Masa”

Data primer tersebut juga didukung dengan data sckunder karya-karya
Nurcholish Madjid lainnya: “Modernisasi. dan Rasionalisasi” — “Islam,
Kerakyatan dan Keindonesiaan, Masyarakat Religius . “Kaki Langit peradaban

il

Islam”. "Khazanah Intelektual Islam, “Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan”

“Tradisi Islam Perdn damdungsinyadalam Pembahgunah di'indonesia®, Karya-
karya Mohammad Natsir laianya juga dalam penelitian ini-digunakan sebagai data
sekunder: “Islam dan Kristen di Indonesiai”, “Hidupkan Kembali Idealisme dan
Semangat Pengorbanan ™, “Islam dan Akal Merdeka "

Dan sumber-sumber data lain yang mendukung atau ada kaitannya dengan

tema yang dibahas dalam skripsi ini.
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4. Analisis Data
Analisa data merupakan usaha konkrit untuk membuat data mampu
“berbicara” sebab apabila data telah tersedia tidak diolah niscaya hanya menjadi
bahan data yang membisu. Oleh karena itu, setelah data terkumpul, dilakukan
analisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berpikir komparatif.
Komparasi ini akan berupaya membawa kita menentukan kesamaan dan
perbedaan antara kedua tokoh tersebut yang berguna untuk mengetahui ragam
pemikiran masing-masing.
5. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
pendekatan sosio-historis, adalah pendekatan bahwa setiap produk pemikiran pada
dasarnya merupakan hasil interaksi seorang pemikir dengan lingkungan sosio-
kultural dan sosio-politik yang ada pada saat itu. Dengan demikian, pengaruh
sosial-politik terhadap Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir juga ditelaah,

sepanjang peristiwa tersebut mempengaruhi pemikiran mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk ‘mempermudah /penelitian ini, /penyusun’ menyvusun Sistematika
pembahasan yang meliputiBab I'pendahultan yéng beri§ilatdr belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodologi pendekatan dan sistematika pembahasan. Sementara Bab 11 tinjauan

umum [slam dan Negara dalam wacana politik Islam, didalamnya akan membahas

periodesasi pemikiran politik Islam dimulai dari masa klasik, masa Menengah
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hingga realitas politik Kontemporer. Ini penting karena kedua hal tersebut akan
mengarahkan pada pemahaman komprehensif terhadap studi ini dan gambaran
persoalan yang terjadi antara teori dan praktek tentang Islam dan Negara.

Biografi singkat Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir, baik latar
belakang keluarga maupun perjalanan hidupnya dan basis pemikirannye;, serta
Dilakukan eksplorasi pemikiran Nurcholis Madjid dan Mohammad Natsir tentang
hubungan Islam dan Negara sebagai bahan utama dan pijakan awal dalam
menganalisa permasalahan, merupakan Bab yang ke II1.

Pada Bab IV dilakukan komparasi pemikiran antara keduanya mengenai
pendekatan yang dipergunakan, substansi pemikiran, dasar-dasar argumentasi
yang digunakan, tipologi pemikiran. Pada bab ini tinjauan dan analisa pemikiran
dilakukan secara menyeluruh. Dengan adanya tinjauan ini diharapkan agar dapat
memberikan jawaban akhir bagi skripsi ini.

Dan yang terakhir adalah Bab V dari skripsi ini, adalah kesimpulan yang
merupakan inti sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan, ke;nudian
dikemukakan juga saran-saran dari penyusun bagi kajian lebih lanjut mengenai

topik permasalahan yang ada kesamaannyas



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perkembangan pemikiran Nurcholish dan Natsir bagaimanapun juga tidak
mungkin terlepas dari lingkungan dan interaksj sosialnya Nurcholish Madjid
muda terkesan lebih formalis dari pada Natsir muda yang lebih substansialis, akan
tetapi fenomena ini menjadi menarik ketika Natsir kemudian tampak menjadi
formalistik di masa tunya dan Nurcholish sendiri Jjustru  berubah menjadi
substansialis setelah lewat masa mudanya.

1. Bagi Nurcholish Madjid, agama dan nNegara memang tidak bisa dipisahkan
tetapi tetap harus dibedakan. Negara adalah salah saty segi  kehidupan
duniawi, yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama, adalah
aspek kehidupan lain, yang dimensinya spiritual dan pribadi. Pandangan
langsung kepada Islam sebagai ideologi, bisa berarti merendahkan agama itu
menjadi setaraf dengan berbagai 1deologi yang ada yang merupakan buatan
manusia. Sedangkan bagi Natsir, [slam bukanlah semata-mata agama, akan
tetapi suatu..pandangan hidup ‘yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan
kebudayaan, Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak
mengenal pemisahan agama dari politik, Islam sumber segala perjuangan, dan
menegakkan Islam tidak dapat dengan cara dan paham lain, sudah sewajarnya
bila Islam dijadikan ideologi negara, dan yang terpenting adaiah berjalannya

hukum-hukum Allah yang merupakan implementasi darj negara [slam.

150
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2. Nurcholish Madjid dan Mohammad Natsir sama-sama mendasarkan
pandangannya pada Tauhid; sebagai landasan moral etis dalam memahami
segala persoalan hidup termasuk persoalan politik Islam. Akan tetapi dari
landasan tauhid ini pula kemudian menunjukkan perbedaannya; Menurut
Nurcholish hanya Tuhan saja yang sakral dan tidak berubah Juga tidak dapat
diubah dan cuma Dia yang berada Ji luar serta independen dari matriks ruang-
waktu alam kebendaan ini. Sementara menurut Natsir, kebenaran hakiki
datangnya dari Tuhan maka yang harus dijadikan landasan utama (ideology)
yaitu aturan dari Tuhan.

Dalam konteks politik Indonesia, Nurcholish Madjid sebenarnya ingin
mengatakan bahwa eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilaj Islam yang
intrinsik, dalam iklim politik Indonesia lebih penting untuk dilakukan, sekaligus
lebih kondusif bagi upaya pengembangan Islamisasi dalam sosok kulturalisasi
masyarakat Indonesia moderen. Hal inj kemudian mengandung makna bahwa
gerakan-gerakan Islam seharusnya lebih menonjol sebagai gerakan budaya
ketimbang sebagai gerakan politik yang simbolistis belaka. Pemikiran yang
seperti ini menurut hémlat penyusun lebih realistis dan'membumi dari pada yang
mengidealkan Islam harus menjadi dasar negara ataupun pendirian-sebuah negara
Islam mengingat tingkat pluralitas Indonesia sangat ‘tinggi. Oleh karena itu
perspektif substantifistik Nurcholish dalam Wwacana politik tampil dengan wajah
pemikiran inklusif diiringi orientasi politik yang mengedepankan manifestasi
substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik. Berbeda dengan Mohammad

Natsir, ia agaknya cenderung formalistik. Ini bisa dilihat dari keinginannya
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menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yang pada intinya pemberlakuan

syari’at Islam bila tidak bisa mendirikan negara Islam.

B. Saran-saran

Kesimpulan di atas tentunya masih perlu kajian lebih lanjut, sebab
perubahan adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak, perkembangan politik Islam
dari hari ke hari terus berkembang, perkembangan tersebut, tentunya
membutuhkan kerangka acuan baru, yang lebih sesuai dengan ruang dan waktu
atau kontekstualitas Indonesia yang sesungguhnya.

Di samping itu kajian ini hanya semata-mata sebagai kelanjutan dari studi-
studi sebelumnya. Karena itu tidak menutup kemungkinan studi kajian selanjutnya
adalah bagaimana merakit satu penelitian yang menggambarkan adanya
kesinambungan antara jteks dan konteks di tengah-tengah pluralitas umat Islam
Indonesia. Sejauh ini, kajian tentang kenegaraan dalam Islam, belum ada yang
mengkaji secara serius mengapa umat Islam di Indonesia yang mayoritas muslim
tidak mampu mendirikan negara Islam? Jangankan Negara Islam untuk
memberlakukan syari?ah Islam' saja”belum-bisa.' Ini merupakan kenyataan yang
tidak hanya tidak bisa dibantah, akan tetapimemerlukan suatu jawaban yang logis
dan tepat, dan akan sangat'menarik bila dikaji secara ilmiah dan komprehensif,
Patut diperhatikan bagi siapa saja yang berminat mengkaji politik Islam

khususnya di Indonesia.
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